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UNDANG-UNDANG KEKUASAANKEHAKIMAN DALAM

PENYELENGGARAAN PERADILAN DI INDONESIA

(SUATU KAJIAN POLITIK HUKUM)
A. PENDAHULTAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX tentang Kekuasaan
Kehakiman, Pasal 24 ditegaskan bahwa :

1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamsh Adung dan

* lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang,

2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakin.lan it diatur dengan
undang.

Pasal 25 :

Syarat — syarat untuk menjadl dan untuk dxperhenukfnl sebagai hakim

ditetapkan dengan undang-undang,

Dalam penjclasan pasal di atas, dikatakan bahwa “kekuasaan
kehakiman ialah kekuasaan-yang merdeka, artinya terfepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminar.dalam
undang-undang tentang kedudukan para hakim”.

Maksud yang terkandung dalam ketentuan di atas, bahwa kekuﬁsaan
kehakiman merupakan kekuasaan vang merdeka untuk
menyelenggarakan ~ perhdilan guﬁa menegakkan hukum dan  keadilan
berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya hukum Republik Indonesia,
Adapun penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan dan
ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima,
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya. Jadi inilah inti dari “negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak
berdasarkan kekuasaan belake”, sebagaimana dalam peﬁjelasan Undang-
Undang Dasar 1945.

Jaminan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang

merdeky, dengan suatu undang-undang, merupakan tujuan politik hukum.
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Apeldorm menyebutkan, politik hukum berarti menetapkan tujuan dan isi
peraturan perundang-undangan (Moempoeni Martojo, 2600 : 2). Jadi pelitik
hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat
mfmunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Sifat dan arah pembangunan dan penegakan hukum dalam
penyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka diwujudkan dengan
jaminan undang-undang vaitu dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1964,
yang diganti dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, dan terakhir
dirubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999, Penggantian dan
perubahan dari undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnva,
merupakan bagian yvang penting dari politik hukum sesuai dengan ruang
lingkupnya yaitu hukum (undang-undang) vang berlaku sekai‘ang_; yang
berlaku di waktu yang lalu, maupun yang seharusnya berlaku di waktu yang
akan datang. Berbagai penyempurnaan tentang undang-undang kekuasaan
kehakiman tersebut merupakan bagian yang penting dari politik hukum di
Indonesia, karena penyempumaan itulah nantinya yang memberikan garis
tegas azas hukum yang bermwara pada penyelenggaraan peradilan yang
bebas dan merdeka terlepas dari intervensi pihak manapun sesuai.dengan
kemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 19435,

Politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana
vang perlu diadakan téfhadap hukum (undang-undang) yang ada agar
memenuh kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan bemegara. Politik
hukum tersebu‘t meruinuskan arah perkembangan tertib hukum, dari s
| constitutun®” yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang
dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun “jus constituerndum”
atau hukum pada masa yang akan datang,

Dalam tulisan ini permasalahan yang menarik untuk dibahas adalah
“bagaimana politik hukum undong-undang kekuasaan kehakiman (Undang-
undang No. 19 Tahun 1964, Undang-umdang No. 14 Tahun 1 970 dar
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{Undang-undang No. 33 Talun 1999 dalam penyez'e}zggam(m peradilan
vang merdeka’’? |

B, PEMBAHASAN

1. Politik Hukum di Indonesia
~ Adanya politix hukum menutjukkan eksistensi hukum negara
tertentu, dan begitu pula sebaliknya, eksistensi hukum menunjukkan
eksistensi politik hukum dari negara tertentu. Adanva hukum dalam suaiy
negara mengakibatkan semua warge negara (dun pcmlmihkf) satnpal pata
penguasa sekalipun, dalam melaksanakan tugas kencgaraan tetap tevikat
pada peraluran hukum yang berteku (Moempoeisi Adirrew, 20006 )
Dalam tulisan-telisan paro abili dan daluin peraturan perundung-
undangan & Indonesia, politik hukum juga disebut dengan panbangunan
hukum., hukum den pembangunan, pembinaan hukum, pembaharuan
hukum, perkembangan hukum, perubahan hukum, tata hukum nasional.
Muneculnya politik hulum Indonesia adalah pada tanggal L7
Agistus 1945, saat dikumandangkan proklamasi, bukan {8 Agustus 1945,
saat mulai berlakunya Kkonstitusihukum dasar Republik Indonesia.
Memurut Bagir Manan (Y. Srefanus, @ 12), politik hukum terdiri dari
politik hukum yang bersifat tetap (permanen) dan politik hukum yang
bersifat temporer. Bersifat tetap berkaitan dengan sikap hukum yang akan
selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum.
Bagi Indonesia, politik hukum yang tetap antara lain
a. terdapat satu sistern hukum Indonesia;
b. sistem hukum nasional yang dibangun, berdasarkan pada Pancasila
dan UUD 1945
¢. tidak ada hukum yang memberikan hak istimewa pada warga negara

tertentu berdasarkan pada suku, ras atau. agama 'Kaiaupun ada

[¥8]



nerbedaan, semata-mata didasarkan pada Kepentingan nasicnal dalam
rangka kesatuan dan pcrs‘ar.uan bangsa;

d. pembentukan hukum memperhatikan kermajermukon masyarakat;

e. hukum adat dan hukum yang tidak tertults lainnya diskui sebagai sub
sistem hwkum  nasional Csepanjang  nvata-nvata hidup dan
dipertabankan dnjam pergaulon masyarakat;

{. pembentukan  hukum  sepenuhnya  didasarkan  pada portisiposi
masyarakat; |

hukum dibentuk dan ditegakkan derni kesejahterasn wmum (keadilan

e

sosial bagi seluruh rakyat) terwujudinva masvarakat Indenesia yvang
demokratis dun mandirt serts terlaksunanya negirn besdasarkan
hukum dan berkonstittsi:
Sedangkan  poliik  hukum  yang  lawmpore  dunaksudkan sebaga
kebijaksanaan yang ditelepkan dari waklu ke wakiu sesuat dengan
kebutuhan, Misalnva saja pemhcmukzm sersturan perundang-undangan
yang rerwmnjang pernbangunar,

Di bidang kekuasaan kehakiman, maka undang-undang kekuasaan
kehakiman, termasuk dalam politik hukum kontemporer, maksudiya
pembentukan suatu undang-undang termasuk pula penggantian dan
perubahan suatu undang-undang ke dalam arah yang lebil menunjang
pembangunan  nasfonal atau reformasi i bidang hukum  untuk

mendukung penangguiangan krisis di bidang hukum.

‘Politik Hukum Dalam Undang-undang Keknazsaan K ehakiman

Menemukan politik hukum dalwn susty undang-undang borart
menemukan suatu bentuk, iz1 dan perubahan vang ada dalam undang.
undang tersebut. Penemuian politik hukutn (ersebut adalah bagatmana
pasal-pasal dalam undang-undang mengatur mengenai matert  vang

bersangkutan.



Hentuk undapg-undang kekuasaan Rebakiman

Bentuk dart suatu peraturan perundang-undangan, dilihat dari
berduk matert undang-undang vang diatur tertulis atau tidak terulis,
Bentuk tertulls adalah pengaturan secara rinct dalam suatu undang-
undang mengenal suatu materi, sehingga undang-undang tidak hanya
mengatur hal-hal yang pokok saja melainkan juga hal-hal yang leb_ih‘
rinct mengenai matert fersebut. Sedangkan bentuk tidak tertulis
moerupakan pengsturan yang tidak secara rinci, sehingga undang-
undang mengatur hal-hal yang pokok saja, sedangkan hal-hal lain
diserabken pada kebiasann atau adat-istiadat vang sudah ada, Bentuk
tertulis atau tidak tertulis sangat berkaitan dengan asas hukum yang
menadi samber pengaturan, artinva bahwa pengaturan mengenai
bentuk im merpakan konsistensi dart asas yang dianut dalam UUD
P45 disamiping jugs menunjukkan arah dari politik hukum yang
disng sustt undang-undang,

Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-
undang No, 14 Tahun 1970, merupakan arah perubahan politik
fulaim, vaitu dart Undang-undang No. 19 Tahun 1964 dinyatakan
fidak borfoku dengioy Undang-undang No. 6 Tahun 1969, tidak
merupnkon pelaksanaan mumi darl Pasal 24 Undang-undang Dasar
1945, karena  memnual  ketentuan  ketentuan-ketentuan  vang
batentangan dengan Undang-undang dasar 1945, Arah perubahan

polttik hukum daiam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 adalah

- kembali pada pelaksanaan kemurnisg Pasal 24 Undang-Undang Dasar

1945, vatu dengan ketertuan Pasal 1 yang menvatakan :
“Wekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan Negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
bl dsn keadilan berdasarkan  Pancasila,  demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.
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Hal by mempakan perubalian arah polditik hukum di bdiang
kekuasacn kehakiman sebagal mana dalam Undang-undang No. 19
tabine 1964 Pasal 19, vang memberikan wewenang kepada Presiden
witnk dalam "beberapa hal dapat turut campur tangan dalam soal-soal
pengadilan”, |
Igi fabstansd ua1{%&11’1._@4&1(?&:13 kekuasaan kehakiman

Dipandang  dari 181 atau  substansinya, undang-undang
kekuasaan kehakiman (Undang-undang No. 14 tahun 1970) adalah
bideng hukum Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara,
Hukum Pidena, Hukom Perdala dan éekaligusj Hukum Acara Sfang
merupakan hukum sdministrasi/birokrasi pengadilan). Hal ini dapat
dilihat Pasal 10 cavat (1) menegaskan © kekuasaan kehakiman
ditakukan olch pengadilan dalam lingkungan :

a. Peradilan Uiy

ko Peradifan Agama;

¢ Poraditan Mirliter

. Peraditan Tata Usaba Negara

Aval (2) menegaskan bahwa : Mahkamah Agung adalah Pengadilan
Negara Tertingsi.

Pasal 11 ayat (1) menegaskan : \

“Badan-badan vang melakukan peradilan tersebut Pasal 10

aval (1} organisasitoris administratif dan finansial ada di

bawali  kekussaan  masing-masing  Departemen  yang

hersangkutan™.

Dari ketentuan pasal-pasal di atas, maka ada dua kekuasaan di

bidang  peradilan vaitn teknis  fungsional yudikatif di  tangan

Mahkamah Agung, dan organisasi, administrasi dan finansial ada di

fangan pemerintah/eksekutif, e berarti tatanan hukum di bidang
kekuasaan kehakiman tidak terlepas dart fungsi eksekutif, yang berarti

l:.
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puly dengan tatanan Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata
Negara. Hukum Pidars, Hukum Perdata dan sekaligus Hukum Aéara.

Db shd orupanya politik hvkum yvang  dikehendaki dalam
Undanz-undang Ne. 14 Tahun 1970, masth belum mumi pelaksanaan
L whang-undang Dasar 1945, karena masth adanya peran eksekutif di
pidang peradilan. Blal i akan sangat mempengaruhi kemadirian
akim dajmm menjalankan peradilan yang bebas dan merdeka tanpa
dipengaruhi olely pihak siapapun. Adanya peran eksekutif di bidang
organisasi, adunnistrasi dan finanasial di bidang peradilan dianggap
memberi peluang bagi eksekutif melakuan intervensi ke dalam proses
neradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek - praktek negatif
iatnova pada proses peradifan, |
Perubahan undang-undang kekuasaan kehakiman

Terhadap perubahan suatu undang-undang  dalam  politik
fsdapn pada hukekatova merupakan perubabian ist dari tata hukum,
Perubaban fota tmkum adalab perubahan yang  disebabkan oleh
bidang hukwm  ditentukan dengan perkembangan bidang-bidang
iy, Dalan praktek peradilan menuntut adanya undang-und&ng
vang dapat meniamin kemandirian hakim dalam menegakkan hukum.
Penvelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-
badan peradilan dengan ketentuan-ketentusn bahwa undang-undang
kekuasaan kehagiman merupakan induk. dan kerangka umum yang
mefetakkan  dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi
lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan
peraditan tala usaha negars yang masing-masing diatur dalam undang-
wnding Lersendin.

Aralt dart perubahan undang-undang kekuasaan kehakiman,

adalah membentuk horapan bidang peradilan yang baru, yang dapat
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memenuhi  reformasi &b bidang  hukum  khususnys  kekuaszaan
kehakiman vang merdeka. Perubahan dari Undang-undang No. 19
Tatun 1964 Kepads Undang-undang No. 14 tahun 1970, adalah
adanya kehendak untuk menjadikan kekuasaan kehakiman yang
mandu,

Dalam perkembangannya, Undang-undang No. 14 Tahun
1974, dirasakan masih belum mampu mengemban amanat Undang-
undang Dagar 1945 secara mumi dan konsekuen, oleh karena itu
dipandang - periu melakukan perubahan beberapa pasal-pasal di
datarnnva, Jadi uotuk memenuhi kebutuhan vang ada sekarang ini,
maka undang-undang kekuasaan kehakiman perlu  dirubah  yaitu
dengan Undang-undang No, 38 Tahun 1999,

Dasar dari’ perubahah t.hu!ang-uiﬁ:mg No. 14 Tahun 1970 ke
dalany Undang-undang No. 35 Tahun '1999, didasarkan  pada
RKetetapan - MPR-RI No, [X/MPR/I99S  tentang  Pokok-Pokok
Reformasi Pembangunan dalam  rangka  Penyelamatan  dan
Normalisast Kehidupan nasional sebagar Halvan Négara khususnya
Bab {13 1V € Hukum menegaskan perlunya reformasi di bidang
hakum widuk mendulkung penanggnlangan krisis di bidang hukuin.
Salah satu agendn yang harus dijalankan adalah pemisahan yang tegas
antar tungsi-fungsi yadikatit dari eksekutif.  Pemisahan  ind
dilaksanakan  dengan  mengalibkan org;arlisasi, administrasi = dan
finansial badan-badan peradilan vang semwla berada di bawah
departemen-departemen  menjadi berada  di bawah  kekuasaan
Muabkamali Agunz.

Hal i karena pembinaan lembaga peradilan vang selama ind
dilakukau oleh eksekutil’ dianggap memberi peluang bagi penguasa
melakukan intervenst ke dalam proses peradilan serta berkembapgnya
kolusi dan praktek-praktek pegatif lainnya.  di samping itu untuk
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weningkatkan chek and balonce terhadep lembaga peradilan ﬁntm‘&

fmn perfu dissahukan agar putusan - putusan pengadilan  dapat

diketabmi cecara terbuka dan trangparant oleh masyarakat dan dibentuk

Dowan Kehormatan Hakun yang berwenang mengawasi perilaku

haksn, memberikan rekomendast mengenai perekrutan, promosi dan

nivinsd hokun serta menyusun kode etik {code of conduct) bagi para

haltim | '

Perubahan atas Undang-undang N, 14 Tahun 1970 meliputi

i pengaliban organisasi, aduunistrasi, dan finansial dari badan-
badan peradilian yang semun berada di bawah kekuasaan masing-
maging departemen yang bersangkutan menjadi di  bawah
fekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 11); |

2y pengaliban kewenangan dart Menteri Pertahanan Xeamanan dan

Mentert Kehakiman kepada Ketua Mahkamsh Agung dalam

menentukan badan peradilan yang berwenang memeriksa perkara

koneksitas (Pasal 22); |
3y penatubahean ketentuan mengenat
(1) pericgasan jangka waktu vang berkaitan dengan pelaksanaan
ereanisasi, administrasi dan finansial tersebut dalam jangka
witktu bertohap paling lama 5 tabun dan bagi peradilan agama
fdak ditentikan waktunya;
) penegasan nengenal peraturan perundang-undangan  yang
minsih tetap barlako sebagm akibat perubshan Pasal 11 dan 22
Dievean dennbim arah perabahig politik hukom  dalam
v gnedaty mes 38 fabun 1999 adalah menghendaki adanys
AICTIEST IR HVEEY, ;-;?::iii-.:-!v'i"-.'!;‘m' ehweb ot b v adiling vine Laals

s deagan mameat kenstitust yaitu Undang-undang
Py s oodS Posal 24 dane 25 seeara et dan konselaen, Jadt arab

acrubalisy ifa bompa iatanas hukies yang semula bidang Hukum



NMebenpsteas Nogara, Plukume Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum
Perdia din sekaligus Hukum Acara, enjadi suatu perubahan tatanan
fikume hanva i bidang Hukum Aecara yang merupakan hukum

adnnnistrasi/birokrast pengaditan,

. PENUTUPR

Pobik hukum undang-undang  kekuasaan  kehakiman  adalah

mepurjukkan arsh perubahan vang perlu terhadap undang-undang tersebut,

agar wmemenuli kebutuhan-kebutuhan barg i dalam  penyelenggaraan

peradilan. Dari bentuknya undang-undang kekuasaan kehakiman adalah

tertulis, sedangkan izl undang-undang kekuasaan kehakiman adalah meliputi

Hukum Administrazi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum

Peprdata dan sekaligus Hukum Acara, Mengenai perubahan undang-undang

kekuasaan kehakunan manberikan arah politik hukum dan berbagal tatanan
hukum, menjudi salu tatanan hukom hanya di bidang Hukum Acara yang
merupakan hkum sdministrasizbirokrasi pengadilan, yang berarti terlepas
dari (unesi eksekutif di dalannya dan tentunya akan mengurangt

Kermaredivian kekuosaan kehakiman,
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LAMPIRAN VIII

UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1970
. TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG: ‘
a. bahwa Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-keten-
tentuan Pokok Keckuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1964
Nomor 107) tidak merupakan pelaksanaan murni dari pasal 24 Undang-
Undang Dasar 1945, karena memuat ketentuan-ketentuan yang berten-
tangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ke-
tentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1964
Nomor 107) telah dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 1969 tetapi saat tidak berlakunya Undang-Undang ter-
sebut ditetapkan pada saat Undang-Undang yang menggantikannya
mulai berlaku,

¢. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan Un-
dang-Undang baru mengenai ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.

MENGINGAT:
1. Pasai 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1). pasal 24 dan pasal 25 Undang-Un-
. dang Dasar 1945; :
' 2.© Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor: X/
MPRS/1966 pasal 2 dan pasal 3;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

A MEMUTUSKAN:

PERTAMA Mencabut: UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1964 TEN-
TANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHA-
KIMAN. :

: :

- KEDUA Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETEN-

TUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyel
garakan peradilan guna menecgakkan hukum dan keadilan berdasarkan Panc:
demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2

(1) Penyelengguraan Kekuastan Kehakiman tercantum dalam pasal | diserah
kepada Badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang
ngan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta me:
lesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya;

(2) Tugas lajn daripada yang tersebut pada ayat (1) dapat diberikan kepad:
berdasarkan peraturan perundangan.

Pasal 3

(1> Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah perac
Negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang;

(2) Peradilan Negara menctrapkan dan menegakkan hukum dan keadilan -
berdasarkan Pancasila.

Pasal 4

(1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHA?
YANG MAIIA ESA.”

(2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

(3) Secgala campur-tangan dalam urusan peradilan oleh fihak-fihak lain di
Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam
dang-Undang Dasar. '

Pasal 5

(1) Peradilan mengadili menurut Hukum dengan tidak membeda-bedakan o |

(2) Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dar |
usaha sckeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan u
dapat tercapainya peradilan yang sederhana, ccpat dan biaya ringan.

Pasal 6

(1). Tiada scorang jua pun dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain dar
yang ditentukan baginya oleh Undang-Undang.

(2) Tiada scorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Penga:
karena alat-alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang. men
keyakinan, baliwa sescorang yang dianggap dapat bertanggung jawab,
bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinva.
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Pasal 7

‘Tiada seorang jua pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan

dan pensitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal

dan menurut caracara yang diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 8

Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di

depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Peng-
adilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang
tetap. ‘

ey

2)
(3

(1)

2
(3)

(D)

Pasal 9

Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang
berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau
hukum yang ditrapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut
dalam ayat (1) dapat dipidana.
Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan

ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

BAB 11
BADAN-BADAN PERADILAN DAN AZAS-AZASNYA

Pasal 10

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:
a. Peradilan Umum:

b. Peradilan Agama;

¢. . Peradilan Militer;

d. Peradilan Tata Usaha Negara.

- Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.

Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-
pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada
Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadil-
an yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 11

Badan-badan yang melakukan peradilan terscbut pasal 10 ayat (1) organisa-
toris, administratip dan finansiil ada di bawah kekuasaan masing-masing
Departemen yang bersungkutan.

Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dﬂ.n keuangan ter-

sendiri.



Pasal 12
Susunan, Kekuasaan serta Acara dari Badan-badan Peradilan seperti tersebut
lam pasal 10 (1) diatur dalam Undang-Undang tersendiri. :

Pasal 13

Badan-badan Peradilan khusus di samping Badan-badan Peradilan yang sudah
hanya dapat diadakan dengan Undang-Undang.

Pasal 14

(1) Pengadilan tidak boleh menoluk untuk memeriksa dan mengadili sess

perkara yang diajukan dengan dalih babwa hukum tidak atau kur: ang j
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya,
(2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kcmung,kmm untuk usaha pe

lesaian perkara pudata secara perdamaian.

Pasal 15

(1) Semua Pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnys
orang Hakim, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain.

(3) Di antara para Hakim ‘terscbut dalam ayat (1) scorang bertindak set
Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang.

Pasal 16

(3) Sidang dibantu pula oleh scorang Panitera atau seorang yang ditugaska:

lakukan pekerjaan panitera.
(4) Dalam perkara pidana - wajib hadir pula scorang Panuntut Umum, ke
. apabila ditentukan lain dengan Undang-Undang.
Pengadilan memeriksa dan memutuskan perkara pidana dengan hadirnya :
duh, kecuali apatila Undang-Undang menentukan lain.

Pasal 17

(1) Sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali ay

Undang-Undang menentukan lain.
(2) Tidak dlpenuhlnya ketentuan dalam ayat (1) mcngaklbatkan batalma I

an menurut hukum, oo
(3) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia.

Pasal 18

Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum a
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 19

Atas semua putusan Pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan
bebasan dari tuduhan, dapat dimintakan banding oleh fihak-fihak wvan
sangkutan, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain.
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Pasal 20

Atas putusan Pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada
Mahkamah Agung oleh fihak-fihak yang berkepentingan yang diatur dalam Un-
dang-Undang,

Pasal 21

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-
Undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum
yang tetap dapat dimintakan pcninjauan kembali kepada Mahkamah Agung,
dalam perkara perdata dan pidana oleh fihak-fihak yang berkepentingan.

Pasal 22

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk ling-
kungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili
oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut keputus-
an Menteri Pertzhanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara
itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Pasal 23

(1) Segala putusan Pengadilan sclain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar
putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-per-
aturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan
dasar untuk mengadili.

(2) Tiap putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua serta hakim-hakim yang
memutus dan Panitera yang ikut serta bersidang.

(3) Penetapan-penetapan, ikhtisarkhtisar rapat permusyawaratan dan berita-
berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh Ketua dan
Panitera,

Pasal 24 ,
Untuk kepentingan peradilan semua Pengadilan wajib saling memberi bantuan

yang diminta.

BAB Il
HUBUNGAN PENGADILAN DAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA
Pasal 25

Semua Pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat
tentang soal-soal hukum kepada Lembaga Negara lainnya apabila-diminta.

Pasal 26

(1) Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan
perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-Undang atas alasan
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan’ yang lebih tinggi.
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Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undanga
tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasas
Pencabutan dari peraturan perundangan yang dinyatakan tidak sah tersebi
dilakukan oleh instansi yang bersangkutan,

BAB IV
HAKIM DAN KEWAIJIBANNYA

Pasal 27

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dc
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,

Dalamy mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempe
hatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Pasal 28

Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengad
perkaranya. Hak ingkar ialah hak seseorang yang diadili untuk mengajuk:
keberatan-keberatan yang discrtai dengan alasan-alasan terhadap scorm
hakim yang akan mengadili perkaranya.

Putusan mengenai hal tersebut dilakukan olch Pengadilan.

Apabila seorang hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah samp
derajat ketiga atau semenda dengan Ketua, salah scorang Hakim Anggot
Jaksa, Penaschat hukum atau Panitera dalam suatu perkara tertentu, ia waj
mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu, '

Begitu pula apabila Ketua, Hakim Anggota, Penuntut Umum atau Panite
masih terikat dalam hubungan kecluarga sedarah sampai derajat ketiza at.
semenda dengan yang diadili, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksa
perkara itu.

Pasal 29

Sebelum melakukan jabatannya, Hakim, Panitera-Pengganti dan Jurusita umt
masing-masing lingkungan peradilan harus bersumpah atau berjanji menurut a;
manya, yang berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/menerangkan dengan sungguh-sungguh bahwa sava unt
memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan meng;

nakan nama atau cara apapun juga, tiada memberikan atau menjanjik -

barang sesuatu kepada siapapun juga.”

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melat
kan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kall akan menecrima langsu
atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.”

”Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan memp
tahankan serta mengamalkan Pancasila scbagai dasar dan ideologi Nego



Lndang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-Undang serta Peraturan-

peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesja.”

. "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan
saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang
dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya seperti selayaknya bagi seorang Hakim/Panitera-pengganti/

Jurusita yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan ke-
adilan.”

BAB V
KEDUDUKAN PEJABAT PERADILAN (PENGADILAN)

Pasal 30 .
yarat-syarat untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai hakim dan tata
ira pengangkatannya dan pemberhentiannya ditentukan dengan Undang-Undang.

Pasal 31

akim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara.

Pasal 32

Al-hallyang mengenai pangkat, gaji dan tunjangan Hakim, diatur dengan peratur-
1 tersendiri.

BAB Vi
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

"Pasal 33

) Pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.

} Pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua
Pengadilan yang bersangkutan, diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

) Pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Pani-
tera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.

1 Dalam melaksanakan putusan Pengadilan diusahakan supaya pemerlksaan
dan peri keadilan tetap terpetihara.

Pasal 34

aksanaan putusén Pengadilan diatur lebh lanjut dengan peraturan perundang-
Jangan.

BAB VII
BANTUAN HUKUM

Pasal 35



Pasal 36

Dalam perkara picana scorang tersangka terutama scjak saat dilakukan penang-
kapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penaschat
hukum, '

Pasal 37

" Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 di atas, penaschat hukum
membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila,
hukum dan keadilan. '

Pasal 38

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 35, 36 dan 37 tersebut dengan menjun-
jung tinggi Pancasila, hukum dan }.qeadilan.'

BAB VHI
PENUTUP

Pasal 39
Penghapusan pengadilan adat dan swapraja dilakukan oleh Pemefintah.

Pasal 40

Semua peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok Kekuasa-
an Kehakiman yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak
berlaku. ’

Pasal 41

Undang-Undang ini dinamakan UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIM-
AN. '

Pasal 42

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari dihndangkan. Agar supaya sctiap
orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta ‘
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1970
pada tanggal 17 Deseraber 1970

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK"
INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONLSIA,

t.t.d.
. t.t.d.
ALAMSJAH SOEHARTO
M;;&'_jgﬁa?ﬂ T.N.IL Jendral T.N L.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1970 NOMOR 74




UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1999
TENTANG i

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG
. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

ang : .

.

gat : 1,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 6 .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa kekoasaan Kehakiman adalab kekuasaan yang merdeka dan oleh karena itu untuk
mewujudkan kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan Pemcerintah
dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungst dari cksekusif;

bahwa pengorganisasian, pengadministrasian, dan pengaturan {inansial Badan-badan Peraditun
yang berada di masing-masing Departemen scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
Undang- undang Nomor 14 Tahun 1970 (entang Kctentuan-ketentuan Pokok Kekuasaar
Kchakiman perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan;

bahwa kelentuan mengenai peayclesaian perkara koncksitas yang ada di lingkungan Peradilan
Umum dan Peradilan Militer scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor
14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman perlu diatur kembali
untuk discsuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan ¢ pertu mem-
bentuk Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Taliun 1970 tentang
Kctentuan-keteniuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 Undﬁng- Undang Dasar 1945;
Keletapan Majelis Pormusyawaratan Rakyat Republik Indoncsia No. X/MPR/1998 teatang

Pokok-pokok Reforraasi Pembangunan dalam rangka Penyclamatan dan Normalisasi
Kchidupan Nasional scbagai Haluan Negara;

" Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tcnlang Kctentuan-ketentuan Pokok Kckuasaan

Kehakiman (Lembarzn Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nrcgur:x Nomaor
2951); '

Dengan persctujsan ,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

-MEMUTUSKAN:

apkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN
KEHAKIMAN, " ‘



Pasal 1 ' |

ipa ketentuan datam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kckuasaan
(Lembaran Negara Talin 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) diubah schagai

uan Pasal 11 diubah schingga Derbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

adan-badan peradilan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), sceara nrgamsalom, ddmlmslmuf
an finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

clentuan mengenai organisasi, dministrasi, dan finansial scbagaimana dimaksud dalam-ayat (1) untuk
asing-masing lingkungan perndifan diatue Iebih lanjut desgan Undang-undang sesuai dengan kekhususin
aphkungan peradilan masing-raasing,.

s Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (siwdu) pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagat berikut: :

Pasal 11A

. 1
enpaliban organisasi, administrast, dna linansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan
ccara bertahap, paling lama 5 (lima) lahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku,

’n;,;llihan organisasi, administrasi dan f{inansial bagi Peradilan Agama waktunya t:dak diten{ukan
chagaimana dimaksud dalam ayat (13,

Acngenai tata cara penpalihan secara bertahap scbagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditctapkan dengan
Lepulusan Presiden. .

tuon Pasal 22 diubah schingga berbunyt sebagai berikut:

Pasal 22

k pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mercka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan
mgan Peradilan Militer diperiksa dan diadilt oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum keew i
nenurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung pcrkam itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan
v Jingkungan Peradilan Militer, .

ara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 40A yang berbunyi schagai beeikut:

Pasal 40A

an memperhatikan ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 40, semua kelentuan peraturan perun-
aundangan scbagai pelaksanaan Pasal 11 atau yang berkaitan dengan Pasal 22 masih tetap berlaku scpdnjani,

n diganti dengan kelentuan peraturan pcrundang -undangan yang baru,



WNAL DEMI PASAL

]
\ngka 1
wyal (1)
Cukup jelas
Vyat (2) _
Yang dimaksud dengan "kekuasaan lingkungan peradilan masing- masing” misalnya:
& bugi Peradilan Militer, antarz lain mengenai pembinaan administrasi keprajuritan hakim mililer
discsuaikun dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Berscnjata
Republik Tndonesia dar keientuan yang mengatur mengenai kekuasaan Pengadilan Militer Pertem-
puran yang memeriksa Jdaaomemutus perkara pidana untuk tingkal pertama dan terakhir;
b. bagi Peradilan Agama wdalah memeriksa, memutuskan dan menyclesatkan perkara di bidang
perkawinan, kewarisan, wasial, Libah, wakal dan shadaqah.
Anpka 2
wat (1)
Cukup jelas
Ayal (2)

Selama belum dilakukan pengalihan, maka organisasi, administrasi, dan finansial bagi Peradilan Agama
masih tetap berada di bawah kekuasaan Departemen Agama,

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 3
Kewenangan Pengadilan Umum untuk mengadili perkara-perkara yang dilakukan oleh anggota Tentara
Nasional Indonesi atau Polisi Republik Indonesia bersama-sama dengan orang sipil pada hakekatnya
merupakan suatu kekeeualian atau penyimpangan dari ketentvan, bahwa scorang semestinya diadili di
sidang pengadilan masing-masing,

Hal tersebul merupakon kekecualian, maka kewenangan Pengadilan Umum terscbut terbatas pada ben-
tuk-beatuk penyertaan dalam suatu delik, seperti schagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56
KUHD

Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk meactapkan Pengadilan
Militer scbagat pengadilan yang berwenang mengadili perkara koncksitas terscbut, Penyertaan pada suatu
delik militer yang murni olch orung sipil dan perkara penyertaan, dimana unsur m'liter melebihi unsur
sipil misalnya, dapat dijadikan landasan untuk menctapkan pengadilan lain daripade Fengadilun Umum,
jalah Pengaditan Militer untuk mengadili perkara-perkara demikian, Jika dalam hal peckara diadili oleh
Pengadilan Militer, maka susunan hakim adalah dari Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum: Dalam
hal ini kepentingan justiciable totap mondapat perbatian sepenuhays, yaitu dalam susunin hakim yang
bersidang. Datam waktu perang dimana berlaku hukum cksepsional ataupun hukum lvar biasa, mc.sk‘lpun
tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan scorang sipil, anggola Tentara Nasional Indonesia alau
Polisi Republik Indonesia tidak ditarik dari pengadilannya.

Angka 4
Cukup jelas



Pasal 11
- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundanghan,

Agar scliap orang mcngctahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indoncsia.

Disahkan di Jakarta
pada tangeal 31 Agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK IN!HONESIA,

Ltd.
BACHARUDDIN JUSUYX HALIBIE

Diundangkan i Jakarta -
pada tanggal 31 Agustus 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 147



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-INDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

MUM

tetapan MPR-RE Mo, X/MPR/1925 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyclamatan
rmalisasi Kehidupan Nastonal scbagat Haluan Negara khususnya BAB IV C Hukum mencgaskan perlunya
siodi bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Salah satu agenda. yang
ijalankan adalah pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatil dari cksckutif, Pemisahan ini dilaksanakan
mengalibkan orpanisasi, administeasi, can finansial badan-badan peradilan yang secmula berada di bawah
men-departemen menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Apung,

it karena pembinaan lembaga peradilan yang sclama ing”dilakukan olch cksckutif dianggap memberi
. bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan prakick-
negalil pada proses peradilan, Dalamn rangka mencapai kckuasaan kchakiman yang merdcka diperiukan
wn berbagai peraluran perundang-undangan yang beckaitan dengan organisasi, administrasi dan finansial
badan peradilan, Peraturan perundang-undangan yang perlu diubah terlebih dahulu adalak Undang-undang
1eb Tuhun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kcekuasaan Kchakiman,

rubahan mengenai penataan kembali bidang-bidang organisasi, administrasi, dan kcuangan dilaksanakan
bertahap dalam jangka waktu pating lama 5 (lima) tahun, :

auk meningkatkan check and balance lerhadap Jembaga  peradilan antara lain perlu diusahakan agar
=putusan pengadilan Jdapat diketahui sceara terbuka dan transparan olch masyarakat dan dibentuk Dewan
atan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rckomendasi meagenai perckrulan,
i dan mutasi hakim scrta menyusun kode ctik (code of conduct) bagi para hakim.

rubahan atas Undang-undang Nomor 74 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kchakiman
i :

pengalihan orpanisasi, administrasi, dan [inansial dari badan- badan peradilan yang semua berada di
Duwal kekuasaan masing- masing departemen yang bersanghutan menjadi berada di bawah kckuasaan
Mahkamah Agung; :

pengalihan kewenangan dari Menterl Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakimea kepada Ketua
Mahkamah Agung dalam menentukan badan peradilan yang berwenang memeriksa perkara koncksitas:

penambahan ketentuan mengenai:

1) pencgasan jangka waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi,
dan finansial dari badan- badan peradilan yang dilakukan sccara bertahap dan dajam waktu paling
lama 5 (Hma) tahun, namun untuk Peradilan Agama tidak ditentukan waktunya;

2) | pencgasan  mengenai peraturan perundang-undangan yang masih tctap berlaku scbagai akibat
perubahan Pasal 11 dan Pasal 22,
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. Cukup jelas
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